
SALIN AN 

GUBERNUR BENGKULU 
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU 

NOMOR 30 TAHUN 2018 

TENTANG 
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU 

NOMOR 35 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN 
DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA 

MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG 
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR BENGKULU, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa untuk efektivitas, efesiensi dan akuntabilitas 
pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan untuk 
menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 ten tang Pedoman 
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018, perlu 
dilakukan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 
35 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan 
dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta 
Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial 
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 
2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan 
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta 
Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial 
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah; 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan 
Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2828); 
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2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang 
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan 
Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan 
Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian 
Hi bah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 465); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

9. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2007 Nomor 6) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi 
Bengkulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tanun 2007 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 6); 
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MEMUTUSKAN: 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 35 TAHUN 2011 
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN 
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN 
SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH DAN 
BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH. 

PasalI 
Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 35 Tahun 2011 ten tang 
Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, 
Pertanggungjawaban clan Pelaporan Serta Monitoring dan 
Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersurnber Dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi 
Bengkulu Tahun 2011 Nomor 35) yang telah diubah dengan 
Peraturan Gubernur Bengkulu: 
a. Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Gubernur Bengkulu Nornor 35 Tahun 2011 ten tang Tata Cata 
Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, 
Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan 
Evaluasi Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber 
Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah 
Provinsi Bengkulu Tahun 2014 Nomor 28); 

b. Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 35 Tahun 2011 ten tang 
Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, 
Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan 
Evaluasi Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber 
Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah 
Provinsi Bengkulu Tahun 2017 Nomor 30); 

diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 5 ditambahkan 2 (dua) ayat baru, yaitu ayat 
(5) dan ayat (6), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 5 
( 1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Belanja Hibah 

sesuai kemampuan keuangan daerah, yang dilakukan 
setelah memproritaskan pemenuhan belanja urusan wajib 
dan belanja urusan pilihan, yang ditetapkan berdasarkan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

(2) Pemberian belanja hibah sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran 
program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi 
dan kepentingan daerah dalarn mendukung 
terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan 
kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, 
kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. 
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(3) Belanja hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat dan 
tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan 
persyaratan yang diatur dalam NPHD. 

(4) Pemberian belanja hibah merupakan pengalihan hak dari 
Pemerintah Daerah kepada penerima belanja hibah, yang 
secara spesifik telah ditentukan peruntukannya. 

(5) Pemberian belanja hibah sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) tidak terns menerus setiap tahun anggaran, 
kecuali: 
a. Kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung 

penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan 
mendesak sesuai dengan peraturan perundang- 
undangan; dan/ atau 

b. Ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. 

(6) Pemberian Belanja Hibah harus memberi nilai manfaat 
bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung 
terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan 
kemasyarakatan. 

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (3a) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 9 
(1) Belanja hibah kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah lain diberikan dengan persyaratan paling sedikit: 
a. Penggunaan ditujukan untuk menunjang peningkatan 

penyelenggaraan fungsi Pemerintah Daerah dan 
Pemerintah Daerah lain; 

b. Penerima belanja hibah berkedudukan dalam wilayah 
adrninistrasi Pernerintah daerah, kecuali ditefitliRan 
lain berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang- 
Undangan;dan 

c. Mempertimbangkan kinerja pengelolaan Belanja 
Hibah sebelumnya, akumulasi belanja hibah yang 
pernah diterima dan/ atau kegiatan sejenis yang telah 
dilaksanakan. 

(2) Belanja hibah kepada BAdan Usaha Milik Negara dan 
Badan Usaha Milik Daerah diberikan dengan persyaratan 
paling sedikit: 
a. Penggunaan ditujukan untuk menunjang peningkatan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan 
umum dasar; 

b. Penerima belanja hibah berkedudukan sebagai Badan 
Usaha Milik Negara atau Sadan Usaha Milik 
Daerah;dan 

c. Mempertimbangkan kinerja pengelolaan belanja hibah 
sebelumnya, akumulasi belanja hibah yang pernah 
diterima dan/ atau kegiatan sejerus yang telah 
dilaksanakan. 

(3) Dihapus 
(3a) belanja hibah kepada badan dan lembaga dengan 

persyaratan paling sedikit: 
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a. memiliki kepengurusan yang jelas di daerah; 
b. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/Kepala 

desa setempat atau sebutan lainnya; 
c. berkedudukan dalam wilayah administrasi 

Pemerintah daerah dan/ atau badan dan lembaga 
yang berkedudukan diluar wilayah administrasi 
Pemerintah daerah untuk menunjang pencapaian 
program dan kegiatan Pemerintah daerah pemberi 
hibah;dan 

d. mempertimbangkan kinerja pengelolaan belanja hibah 
sebelumnya, akumulasi belanja hibah yang pemah 
diterima dan/ atau kegiatan sejenis yang telah 
dilaksanakan. 

(4) Belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan dengan 
persyaratan paling sedikit: 
a. Telah terdaftar pada kementerian yang membidangi 

urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 
3 (tiga) Tahun, kecuali ditentukan lain berdasarkan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 

b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi 
Pemerintah daerah; 

c. Memiliki sekretariat dan/ atau alamat tetap dan jelas; 
d. Mempertimbangkan kinerja pengelolaan belanja hibah 

sebelumnya, akumulasi belanja hibah yang pemah 
diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah 
dilaksanakan. 

(5) Dihapus. 
(6) Apabila dalam naskah perjanjian belanja hibah daerah 

dipersyaratkan untuk menyediakan dana pendamping, 
maka belanja hibah diberikan kepada penerima belanja 
hibah yang bersedia menyediakan dana pendamping. 

3. Diantara Pasal 44 dan Pasal 45 disipkan 1 (satu) pasal yakni 
Pasal 44A, yang berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 44A 
(1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau 

keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) 
huruf a dan huruf b terdiri atas bantuan kepada kepada 
individu dan/ atau keluarga yang direncanakan dan yang 
tidak dapat direncanakan sebelumnya. 

(2) Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan /atau 
keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan 
besarannya pada saat penyusunan APBD. 

(3) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) berdasarkan usulan dari calon penerima 
dan/atau atas usulan kepala OPD. 

(4) Jumlah pagu usulan Kepala PD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari 
pagu bantuan sosial yang berdasarkan usulan dari calon 
penerima. 

(5) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk 
kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat 
diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila 
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ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial 
yang lebih besar bagi individu dan/ atau keluarga yang 
bersangkutan. 

(6) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan 
sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak 
melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

PASAL II 
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubemur ini dengan menempatkannya dalam Berita 
Daerah Provinsi Bengkulu. 

Ditetapkan di Bengkulu 
pada tanggal 27 Juli 2018 
Plt. GUBERNUR BENGKULU, 

ttd, 
H. ROHIDIN MERSYAH 

Diundangkan di Bengkulu 
pada tanggal 27 Juli 2018 

SEKRETARIS DAERAH PROVINS! BENGKULU, 
ttd, 

NOPIAN ANDUSTI 

BERITA DAERAH PROVINS! BENGKULU TAHUN 2018 NOMOR 30 

a.H;;:;;;;;:;:;::::a:,,..,.suai dengan aslinya 
" IRO HUKUM, 


